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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat
kesehatan dan kesempatan sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Tahun
Anggaran 2023. Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA 2023 ) ini merupakan penjabaran
tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) OPD yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui
kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Sosiaﬁ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Rencana Kerja
(Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan dalam rangka mendukung visi , misi dan program Kepala Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ini masih terdapat beberapa kekurangan,
untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan
dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang. Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun
2022 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan

program kerja.

Painan, 23 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

. UN '_ |
Woom 1003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan -
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isulsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD |

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Hal

it

1ii

o = M=

10
17
19
21
25

27
28
33

45

47 -

it



Tabel 2.1.

Tabel 2.2.

Tabel 2.3.

Tabel 3.1.

Tabel 3.2.

Tabel 4.

DAFTAR TABEL

Halaman

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak s.d. Tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabuapaten Pesisir Selatan Tahun 2021
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2023

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021-2026

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan Prakiraan Maju
Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan

11

19

16

30

22

46

iii



BAB. 1
PENDAHULUAN.
1.1. Latar Belakang.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) berkewajiban menyusun
Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan
daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Pearngkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah
ini berisi rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing
Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam
rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Renja Perangkat Daerah berfungsi untuk
menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen
rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian
kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban

Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra
d;m Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan
rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan
penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama
yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan
renja Perangkat Daerah. Tahaif)an persiapan meliputi pembentukan tim penyusun
Perangkat Daerah dan Renja Pérangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja
Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.
Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang
definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Oleh



karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan
pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir
Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah,
selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi
pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan

prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani
antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan s'trategis jangka menéngah (RPIMD).
Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai
APBD Provinsi dan APBN.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.
Nomor 21 Tahun 1957 | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3815);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indopesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4419;

.Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Républik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana
Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4635);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



13.

14.

15

16.

17

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol
Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama
Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indone;sia Nomor
4990);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informai Keuangan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155}



21.

22,

23,

24.

25.

26.

27,

28.

29,

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481 8);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



3.

33.

34.

35,

36.

37,

38.

39.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prodk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan
Sosial Nasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2010-2030;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 tentang Tata
Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah;

41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan;

42. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor ......... Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

46. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

47. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana
Strategis Perangkat Lingkup- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

~ 2016-2021;

48. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2021;

49, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ...... Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini merupakan salah satu dari

serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Rencana Kerja



(Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2023 ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana

Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun 2023 dan rencana kinerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini disusun

dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.

Penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan yang

telah disusun.

Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun sebelumnya.

Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus
memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi

dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah untuk memahami dan
menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan operasional Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuaan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Perangkat Daerah,
keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Landasan Hukum,

maksud dan tujuan penyusunan Renaj Perangkat Daerah serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN LALU (TAHUN 2020)

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Selain

itu juga membahas tentang isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review

terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, didahului dengan
telaah terhadap Kebijakan Nasional. Selanjutnya bab ini menjelaskan tentang Program
dan Kegiatan lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023

Bab ini memuat tentang rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 dan prakiraan maju
tahun 2024.

BABYV. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran



BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
terdiri dari satu sekretariat, tiga bidang, dan satu Unit pelayanan Terpadu. Hasil Renja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah
mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua
kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun
2021 diuraikan dalam tabel 2.1 berikut:
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TABEL 2.1

Rekapltulasi Evaluasi Haslil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan

Target Kinerja

Realisasi Target Kinerja Hasil

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keglatan Tahun 2021

Target program

Perkiraan Realisasl Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s.d. tahun 2022

dan kegi
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program Capaian Program Program dan Keluaran . s . a? eslatan Realisasi Capaian
Kede : , Target Renja {Realisasi Renja (Renja Perangkat
dan Program/ Kegiatan (outcomes)f Kegiatan (output) | (Renstra Perangkat | Kegiatan s.d. dengan Tahun Tingkat Program dan Tingkat Capalan
Perangkat Perangkat 4 Daerah Tahun g =
Daerah) Tahun 2021 2020 Realisasi Kegiatan s.d. |Realisasi Target Renstra
Daerah Tahun | Daerah Tahun 2022)
- 2021 (%) tahun berjalan (%)
{2022)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1|Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya jasa telpon, air dan 72 bln 60 bin 12 bin 12 bin 100% 12 bin 12 bln 100%
listrik
T - e = 5
2|Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan k:;zenﬁzgva axn atoranlitoast 72 bin 60 bin 12 bin 12 bin 100% 12 bln 12 bln 100%
T i j i :
3| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor k:;iif'a""’a i hetieriisn 72 bin 60 bln 12 bl 12 bin 100% 12 bln 12bh 100%
4] Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 72 bin 60 bin 12 bln 12 bin 100% 12 bin 12 bln 100%
' i k d
5} Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan TsR0iania batang cotakdlan 72 bin 60 bin 12 bin 12 hin 100% 12 bin 12 bin 100%
penggandaan
P-en\:-ed;aan Kompanen Instalasi Tersedsanyavlam[:xu pijar, 72 bin 60 bin 12 bln 12 bin 100% 43 Bin 12 bin 100%
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor neon,baterai kering
- B "
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan bacaan dan 72 bln 60 bin 12 bin 12 bin 100% 12 bin 12 bin 100%
Perundangan-undangan buku perundang-undangan
i ki
&|Penyediaan Makanan dan Minuman  EUREUE R MmRkaRE S 72bln 60 bin 12 bin 12 bin 100% 12 bln 12 bin 100%
minuman pegawai &tamu
R -Ri dinasi K Itasi i i jal
s apat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Tfsmedlanya biaya perjalanan 72 bln 60 bin 12 bin 12 bin 100% 12 bln 12 bin 100%
Daerah dinas fuar daerah
i i jal
10{Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah T?rsedlanya bieya perlalanan 72 bin 60 bln 12 bin 12 bin 100% 12 bln 12 bin 100%
dinas dalam daerah
Monitoring dan Evaluasi
11{Monitoring Evaluasi Kegiatan G B 72bin 60 bin 12 bln 12 bin 100% 12 bin 12 bin 100%
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Penunjang Operasional Perencanaan dan 1 rselanya Fanuiang
12| Pela c:rang & Operasional Perencanaan dan 72 bln 60 bin 12 bin 12 bln 100% 12 bin 12 bin 100%
P Pelaporan
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur




3unitAC, 1 3unit AC, 1
unit televisi, 3 | unit televisi, 3
T i latan uni i
13|Pengadaan Peralatan Gedung Kantor orsadianya perplston urtuk 100% 80% tkomp.or unik komgor 100%] 4 unit printer 4 unit printer 100%
keperluan kantor gas, 5 unit gas, 5 unit
printer, 3 unit | printer, 3 unit
Personal Personal
i il k
14Pengadaan Mobileur ol i 100% 80% - . 100% . - 80%
keperluan kantor
- Ti ih kei
15|Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor k::‘p;:lm:;::ykaanf;nrﬁahan & 100% 80% gedung kantor | gedung kantor 100%| gedung kantor gedung kantor 100%
lih n Rutin/8 fa Ken Ti ih i
16 P.emer araa . utin/Berkala daraan erpel. aranya kendaraan dinas 100% 0% 12 bin 12 bln 100% 12 bl 12 bin 100%
Dinas/Qperasional operasional kanter
i |
17|Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor ;:;Z‘;:;;:’:;’f e 100% 80% 12 bin 12 bin 100% 12bln 12 bin 100%
T i d d
18{Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional mjts;d_‘:aunl:: RENFR IS 100% 80% - - 100% 2 unit 2 unit 100%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya
20{Penunjang Operasional PKH PKH yang dimonev 100% 80% 12 bln 12 bin 100% 12 bln 12 bln 100%
Verifikasi Penerima Banti i PBD i i
22 A:g:il = arima Santudniuran aan ::;r;:rlﬂkam Date BBl ALDD dan 100% 80% 15 kecamatan | 15 kecamatan 100%| 15 kecamatan 15 kecamatan 100%
23|Pelayanan Qrang Terlantar :::::'t‘::smya OT dan Mayat 100% 80% 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100%
Tersedianya layanan SLRT dan
25) Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan |verifikasi Data BDT 2019 dan 100% 80% 15 kecamatan | 15 kecamatan 100%| 15 kecamatan 15 kecamatan 100%
4 2020
26| Verifikasi dan Validasi Data BDT Tersedianya Data BDT yang valid 50% 75% 15 kecamatan | 15 kecamatan 100%| 15 kecamatan 15 kecamatan 75%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Persentase Monev Titik
27|Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT Distribusi Bantuan Pangan Non 100% 80% 15 kecamatan | 15 kecamatan 100%| 15 kecamatan 15 kecamatan 100%
Tunai
. Persentase Penanganan
Penanganan Masalah Strategis tentang i
o I 1009 I 1 A
28 Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Bencana dan Kejadian Luar Biasa 72bin 60 bin 12 bin 12 bin 00% 12 bin 2bin 100%
Program Pembinaan para Penyandang Cacat
dan Trauma
30 Bun'blngan Sosial dan Pendampingan Jaminan {Jumlah ASPDB yang menerima 100% 80% 13 crang 13 orang 100% 3 orang 3 orang 100%
Sosial Penyandang cacat berat bantuan
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
FEE . 1 1 ¥
Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten pesisir | easilitasinya kegiatan = TICR 7581 IS TISK 10 % 1STKSK, 75% | 15TKSK, 75 %
32 Selatan kelemhbagaan LKKS Pesisir 100% 80% operasional operasional 100% operasional LKKS | operasional LKKS 100%
Selatan LKKS LKKS )
Program Penanaman Nilai-Nilai
Kepahlawanan dan Keperintisan
34 Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah TMP dan MPN yang 100% 80% 90% 90% 100% 100% 100% 100%

Kepahlawanan dan Keperintisan

dipelihara




PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Program Penguatan Kelembagaan

10
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Jumiah kasus yang tertangani
35|Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 100% 80% 15 kecamatan | 15 kecamatan 100%] 15 kecammatan 15 kecamatan 100%
(P2TP2A)
em i i Gender d i it
36 Pengembangan it ifommasiGenaseoan |Tersedisnya doktmen infornias) 100% 80% 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%
Anak gender
§ Meningkatnya peran perempuan
berd kelemb Dhar anit;
gl ernDeErdayaan kelempgaan hiamieventty. o clembagaan 72 bln 60 6in 12 bln 12 bin 100% 12bln 12bin 72 bin
persatuan Kabupaten
Dharmawanita
38| Pemberdayaan kelembagaan BKMT Kabupaten Meningkatnya peran perempuan 72 bn 60 bin 12 bin 12 bln 100% 12 bln 12 bln 72 hin
dalam kelembagaa BKMT
Meningkatnya peran
39| Pemberdayaan kelembagaan GOW kabupaten {perempuan dalam kelembagaan 72 bln 60 hin 12 bin 12 bin 100% 12 bln 12 bln 72 bin
GOW
7 Menguatnya kelembagaan
Pembinaan Kelemhagaan PUG dan i
o 3 100% 9 9 ]
40 Perlindungan Anak pengarusutamaan Gender dan 100% 80% 20% 20% 00% 20% 20% 100%
anak
11 Perlindungan Anak
41|Pembinaan Nagari Layak Anak Perstapan Nagari Layak Ansk 100% 80% : g 2 - 60%
Menuju Kabupaten Layak Anak
Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan
12 beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi
Daerah
v Tersusunnya dokumen Anggaran 30 Perangkat | 30 Perangkat 30 Perangkat 30 Perangkat
42{P An| an R f Gend 0% 9 %
o kb Rl Responsif Gender e i Daerah Daerah ARG Daerah Daerah RS
43| Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah Vetissltasina Fokim Ak 100% 809% 15 kecamatan | 15 kecamatan 100%| 15 kecamatan 15 kecamatan 100%

Daerah




Dalam tabel diatas dapat dilihat pencapaian secara umum pada urusan penunjang
terlaksana seratus persen . Untuk Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya ada beberapa kegiatan yang terlaksana cukup baik yaitu Penunjang Operasional
PKH. Kegiatan ini merupakan penunjang bagi Program Keluarga Harapan meliputi biaya
monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan PKH bagi masyarakat kabupaten Pesisir
Selatan. Faktor yang menyebabkan pencapaian kegiatan ini sesuai target adalah adanya
koordinasi yang baik dengan pendamping PKH.

Kegiatan Pelayanan Orang Terlantar juga terlaksana sesuai perencanaan, walaupun
kegiatan ini bersifat kasus yaitu fasilitasi kasus orang terlantar. Setiap kasus yang
dilaporkan, selalu dapat difasilitasi sesuai tujuannya, baik disatukan dengan keluarga,
maupun dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa, atau di Rujuk ke Panti Sosial. Faktor pendororng
terlaksananya kegiatan ini adalah adanya kerjasama yang baik dengan Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain itu juga adanya kerjasama yang
baik dengan instansi terkait seperti Rumah Sakit Jiwa dan Panti Sosial Provinsis serta

Instansi Pemerintah Daerah yang lain.

Kegiatan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu juga terlaksana
cukup baik, hal ini ditunjang dengan adalanya Ruang Pelayanan yang cukup representatif
bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, selain itu adanya tenaga

pelayanan yang selalu siap melayani masyarakat dengan baik.

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data BDT dilakukan satu tahun anggaran
dikarenakan kegiatan ini membutuhkan banyak sekali anggaran dan keterlibatan berbagai
pihak di seluruh kecamatan dan nagari. Selain faktor anggaran, keterlibatan stakeholder
juga menjadi faktor penentu keberhasilan kegiatan ini. Kegiatan ini belum maksimal
dalam pencapaiannya karena cakupan verifikasi dan validasi data ini sangat luas dan

seharusnya dilakukan bertahap dengan cakupan yang bertahap juga.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)
dilakukan sebagai pendampingan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat kepada
Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan
evaluasi terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) . Faktor pendorong
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dalam keberhasilan kegiatan ini adalah kerjasama yang baik dengan Koordinator Teknis

pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Kegiatan Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan
Kejadian Luar Biasa merupakan kegiatan yang bersifat kasus yaitu penanganan
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Faktor pendorong keberhasilan
kegiatan ini adalah kesiapsiagaan Taruna Siaga Bencana yang berada disetiap kecamatan

yang telah dilatih tentang kebencanaan, baik bencana sosial dan bencana alam.

Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat
Berat merupakan kegiatan pendampingan penyaluran bantuan penyandang cacat berat dan
pemberian alat bantu bagi penyandang cacat berat berupa kursi roda. Kegiatan ini berjalan
dengan baik, faktor pendorong keberhasilan dari kegiatan ini adalah koordinasi yang baik
dengan pendamping penyandang disabilitas dari kementrian dan koordinasi yang baik
dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kegiatan Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan merupakan
kegiatan yang memfasilitasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial dan pembinaan
Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh
kerjasama yang baik dengan TKSK dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), selain itu
keberhasilan kegiatan ini ditentukan juga oleh fasilitasi berupa penguatan kelembagaan

LKKS dengan penyediaan biaya operasional.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan merupakan
kegiatan yang menyediakan biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan
Makam Pahlawan Nasional ( MPN). Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh keberadaan
penjaga makam pahlawan dan penyediaan biaya operasional untuk pemeliharaan Taman

Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN).

Kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) merupakan kegiatan fasilitasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh kerjasama yang baik dengan tokoh masyarakat,

pihak kepolisian dan Stgas Perlindungan Perempuan dan Anak di kecamatan.
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Kegiatan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak merupakan kegiatan yang
bertujuan untuk pengediaan Data Gender dan Anak yang berbentuk buku profil Gender
dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh kerjasama
yang baik dengan pokja data masing-masing Perangkat Daerah dan validitas data yang
digunakan dalam menyusun profil Data Gender dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
Penyediaan data untuk penyusunan buku profil gender dan anak ini dibuat setiap tahun

anggaran.

Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita , Pemberdayaan Kelembagaan GOW
dan Pemberdayaan Kelembgaaan BKMT merupakan kegiatan penguatan kelembagaan
Dharmawanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan, Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
dan Badan Kontak Majelis Taklim Pesisir Selatan. Penguatan kelembagaan ini berupa

penyediaan anggaran biaya operasional.

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan
Perlindungan Anak merupakan kegiatan Pengarusutamaan Gender lingkup Kabupaten
Pesisir Selatan. Keberhasilan kegiatan ini ditunjang oleh kerjasama yang baik dengan
seluruh Perangkat Daerah yang merupakan focal poin pelaksanaan pengarusutamaan

gender pada masing-masing perangkat daerah.

Kegiatan  penyusunan Anggaran Responsif Gender merupakan kegiatan
penyusunan Anggaran Responsif Gender pada masing-masing Perangkat Daerah dimana
Bapedalitbang menjadi leading sektor dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Faktor kebrhasilan kegiatan ini adalah kerjasama yang baik dengan

masing-masing Perangkat Daerah.

Kegiatan Fasilitasi Forum Anak Daerah merupakan kegiatan fasilitasi Forum Anak
Kanupaten dan Forum Anak Kecamatan. Faktor yang menjadi penunjang keberhasilan
kegiatan ini adalah koordinasi yang baik dan memadai dengan Forum Anak Kabupaten
sebagai bentuk pemenuhan hak anak.
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran .

Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat dalam Tabel 2.2.
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Tabel 2,2

Kabupaten Pesisir Selatan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator

SPM/ Standar
Nasional

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021 [Tahun 2022

Tahun 2023

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Catatan
Analisis

Persentase PPKS (Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial) yang mendapatkan
Pclayanan Kesejahteraan
Sosial.

100%

52%

53% 54%

55%

50.40%

51.90%)

53%

54.00%

Persentase Graduasi
Masyarakat Penerima
Manfaat Program Keluarga
Harapan

N/A

N/A

0.48% 1%

1.50%

N/A

N/A

0.48%

Persentase Verifikasi dan
Validasi Data Penerima
Bantuan Sembako (Inovasi)

40%

N/A

N/A

N/A

30%

Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Pesisir Selatan

55.18

55.24

5531 56.98

57,03

55.79

56.93

56.93

56.98

Prediket Kabupaten Layak

Anak

Inisiator

Pratama

Pratama Pratama

Madya

Inisiator

Inisiator

Inisiator

Pratama




Di Kabupaten Pesisir Selatan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program-program yang difokuskan untuk
meningkatkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggung jawab tiga pilar

pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki dua tujuan yaitu
“Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat” dan “ Terwujudnya Keluarga
Bahagia”

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sesuai dengan tabel di atas, terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama

yaitu:

1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial).
2. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin.

3. Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender.

4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Secara umum permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2021 — 2026,
adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial .
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Belum optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
disebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang bantuan sosial yang tidak

tepat sasaran .

Permasalahan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ini disebakan banyaknya
Data Kesejahteraan Sosial yang tidak valid. Hal ini menjadi permasalaban inti
yang menyebabkan kurang optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tidak valid ini disebabkan oleh verifikasi
dan validasi yang tidak optimal dilakukan pada tingkat Pemerintahan Nagari
sehingga masyarakat yang ada dalam DTKS yang telah mencapai kehidupan yang
sejahtera tidak dikeluarkan dari DTKS dan yang ada adalah penambahan jumlah
Data Kesejahteraan Sosial.

. Masih banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak

Anak adalah calon pemimpin bangsa sedangkan perempuan adalah guru pertama

bagi calon generasi bangsa. Namun kekerasan pada perempuan dan anak masih
banyak terjadi, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman hukum dalam
kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat Pesisir Selatan. Oleh karenanya
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan bagi korban
kekerasan serta pendampingan lingkungan korban kekerasan karena kekerasan
terjadi bukan hanya disebabkan dari faktor pelaku, namun kondisi dari lingkungan
pelaku maupun korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan dan
mewujudkan Pesisir Selatan menuju Kabupaten Layak Anak serta
mengoptimalkan fungsi P2TP2A.

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak terkait dengan permasalahan yang dihadapi diatas yaitu belum

optimalnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial disebabkan

ketidakvalidan DTKS serta tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut peluang yang bisa diambil oleh Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dengan
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meningkatkan  kerjasama dengan berbagai pihak terutama dengan tokoh-tokoh
masyarakat terkait tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Melibatkan totkoh-masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kasus

kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mengatasi banyaknya pengaduan masyarakat terkait bantuan sosial
yang tidak tepat sasaran, peluang yang bisa diambil untuk melakukan perbaikan adalah
dengan menggencarkan sosialisasi pada Pemerintahan Nagari terkait verfikasi dan

validasi Data Kesejahteraan Sosial.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan membandingkan antara

rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian
dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisah dalam tahapan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD,
Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
terlihat pada Tabel 2.3. berikut :
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Tahel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Peslsir Selatan Tahun 2021

Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota

Kabupaten/Kota

Kewenangan Kabupaten/ Kota

Meningkat Kapasitasnya Kewenangan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Target Pagu Indikatif -
Program/ Keglatan Lokasl indikatar Kinerja B " Program/ Keglatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capalan Kebutuhan Dana
Capalan (Rp.)
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM PENUN!ANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya pelayanan Adm. Perkantoran DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya pelayanan Adm. Perkantoran
1 i P , P dan Evall Keglatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja P kat daerah Kinerja Peranghat daerzh
il Facicir ot Tumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat peslslr selat Jomlah Laporan Evaluasl Kinerja Perangkat
Evaluasi Kinerja Perangkat Dasrsh e Daerah 4 dokumen 99,049,690 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah A Daerah 4 dokumen 99,049,690
s Kegiatan Administras| Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
paslil Salat Tersedianya dokumen pe . Tersedianya dokumen pe
Sub Kegiatan Penyediaan Gajt dan Tunjangan ASN el mbayaran gaji 12 bulan 12 bin 3,368,450,149 |Sub Keglatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN B mbayaran gaji 12 bulan
3 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Pesisir Selatan ) ‘ Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Pesisir Selatan ) B
Tugas ASN Tersedlanya jasa administ. keuangan 12 bin 93,500,000 |Tugas ASN Tersedianya jasa administ. keuangan 12 bin 93,500,000
3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Keglatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4 Sub Keglatan Penyetiiaan Komponen Instalast Pesisir Selatan Tersedianya kebutuhan lampu pljar, Sub Keglatan Penyediaan Komponen instalasi Pesisir Selatan Tersedianya kebutuhan lampu pijar,
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor neon,bateral kering 12bin 4,512,970 | Listrik/F Bangunan Kantor neon,baterai kering 12 bin 4,512,970
5| Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Pesisir Selatan Sub, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  !pocicir selatan
Perlengkapan Kantor Tt lianya peralatan gedung kantor 12hin 71,506,735 | Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 12bln 71,506,733
6} Sub Keglatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pesisir Selatan T jlanya alat tulls kantor 12 bin 35,025,212 | Sub Keglatan Penyediaan Bahan Logistlk Kantor Pesisir Selatan Tersedianya alat tulis kantor 12 bln 35,025,212
p sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Pesisir Selatan ! Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Pecielr Selatan
Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bln 22,092,560 | Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 12 bin 22,092,560
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Pesisir Selatan Tersedianya bahan bacaan dan buku Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pesisir Selatan Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-
Peraturan Perundang-Undangan i perundang-undangan 12bin 10,400,000 |Perundang-Undangan undangan 12 bin 10,400,000
- z g g i F
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koerdinasi dan e, 'Il'erszdlar\\;,a biaya pe':ja.anan dmias dalam :an Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pesisir Selatan ']rers:d.an\:.la biaya pel?ala:an chnas dalam jan
Konsultasi SKPD uar daerah serta makan dan mnum rapat dan Konsultasi SKPD i uar daerah serta makan dan mnum rapat dan
tamu 12 bin 125,430,000 tamu 12 bln 125,430,000
4 Penyediaan Jasa F jang Urusan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
10|8ub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber |pegicly Selatan | Tersedianya jasa telpon, air dan listrik sub Keglatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | pesisir selatan ~ {Tersedianya jasa telpon, air dan listrik
Daya Alr dan Listrik 12bin 42,021,717 | Air dan Listrik 12 bin 42,021,717
b Kegiatan Penyediaan J n Ui o A :
11| Sub kegie yeulsan Jaza Pelayanan Umum Pesisir Selatan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Sub Keglatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor {Pesisir Selatan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
Kantor 12bln 98,160,120 12 bin 98,160,120
5 | Keglatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemarintah Daerah Meninghatniya Sarana dan prasana Kantor Program Peningk Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan prasana Kantor
a2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pesisir Selatan Terpeliharanya gedung kantor 12 bin Pemeliiaraan Rutin Berkala Gedung Kantor Peslsir Sefatan Terpeliharanya gedung kantor 12 bln
i i ; 5
13 Pemel.haraan. Rutin/Berkala Kendaraan Pesisir Selatan ! P_emeIEharaan'Rutan,fBerka.a Kendaraan Pesisir Selatan ; ‘ ,
Dinas/Operasional Terpeliharanya kend. dinas | ktr 12 bin 186,710,820 | Dinas/Operasional Terpeliharanya kend. dinas operasional kir 12 bln 186,710
14 Pesisir Sefatan Pesisir Selatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12bin 7,950,000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 bin 7,950,000
4 |PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Keglatan Pengembangan Potensl Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Keglatan Peningkatan Kemampuan Potensi lumiah Tenaga Kesejahteraan Sosial 15 orang 125,299,930 | Sub Keglatan Peningkatan Kemampuan PatensiTenaga Jumlzh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 15 orang 125,299,930
15 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pesisir Selatan Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Pesisir Sefatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat
Kewenangan Kabupaten/ Kota ¢ yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupa!en{Kola
Sub Keglatan Peningkatan Kemampuan Potensi Jumiah Lembaga Kesejahteraan Sesial yang 13 LKS 183,879,408 | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 13 LKS 189,879,408
16|Sumber K -aan Sosial Kelemb y Pesisir Selatan Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Pesisir Selatan
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5 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Rehabilitas] Soslal dasar Penyandang Disabilitas
7| Terfantar, Anek Terlantar, Lanjut Usla Terlantar,
| __|serta Gelandangan Pengemis di Luar Pant| Soslal
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu sumntah Orang yang Mendapatkan Alat Banty 13 orang 67,317,240|Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu 13 orang 67,317,240
dan Alat Bantu Peraga Sesual kebutuhan dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan
171 Pesisir Selatan Kewenangan Kabupaten/Kotalumlah Orang Pesisir Selatan Kewenangan Kabupaten/Ketajumlsh Qrang
yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu
Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Peraga Sesual kebutuhan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kak [Kota
Sub Keglatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 15 orang 35,180,000 | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumiah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 15 orang 35,180,000
18iKeluarga Pesisir Selatan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Pesisir Selatan Reunifikasi Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota_
6 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
19] Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Pesicir Selatan Jumlah Keluarga yang Mendapatkan 95 kk 42,990,252 | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Pesisir Setatan Jumlah Keluarga yang Mendapatkan 95 kk 42,990,252
Daerah Kabupaten/Kota Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
7 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan
Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan 1000 org 105,196,130 | Perlindungan Sosial Karban Bencana Alam dan Sosial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan 1000 org 105,196,130
20 Pesisir Selatan | Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Keta Pesisir Selatan  |layanan Dukungan Psikososial Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
4 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN
10 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasicnal
Kabupaten/Kota
sub Kegiatan Pemeliharaan Teman Makam Jumlah Makam yang Terpenuhi 155 makam 26,998,992|Sub Keglatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumiah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya 155 makam 26,958,992
21| pahiawan Nasional Kabupaten/Kota Pesisir Sefatan Pemeliharannya pada Taman Makam Nasional Kabupaten/Kota Pesisir Selatan  |pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota
Pahlawan Kabupaten/Kota
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
PERLINDUNGAN ANAK ANAK
9 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN - | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelemb Pengar Gender {PUG) Pelemk P Gender (PUG) pada
11} pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Kocrdinasi dan Sinkronisasi Perumusan Jumiah Dokumen Hasill Koordinasi dan 1dokumen 37,157,240 | Sub Kegiatan Koordinasl dan Sinkronisasi Perumusan Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan 1 dokumen 37,157,240
221 Kebijakan Pelaksanaan PUG Pesisir Selatan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Kebijakan Pelaksanaan PUG Pesisir Selatan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan
Pengarustamaan Gender {FUG) Kewenangan Pengarustamaan Gender (FUG} Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,
12)5psial, dan Ekonoml pada Crganisast
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Jumlah Dokumen Hasll Sosialisasi Peningkatan| 2 dokumen 57,947,440 {Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Jumlah Dokumnen Hasil Sosialisasi Peningkatan 2 dokumen 57,947,440
2 Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Soslal dan Pesisir Selatan Partisipasi P.erempuan di Bidang Politik, Perernpl:lan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Pesisir Selatan Par?islipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Ekonomi Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Ekonomi Sosial dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Keta
10 |PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
P han Kel terhadap F P 3
10 Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasl dan Sinkronlsasi tumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1dokumen 31,870,000 | Sub Keglatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1 dokumen 31,870,000
24 Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Keglatan Pesisir Selatan kronisasi Pelal n Kebijakan, Program Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pesicir Selatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Lingkup Daerah Kebupaten/Kota

dan Keglatan Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan Kewenangan

-
=

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuankorban Kekerasan yang Memerlukan

Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan Xewenangan Kabupaten/Kota




Perii Khusus 1gan Kabup / Kota

bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan

Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota

Anak yang Memeriukan Perlindungan Khusus

Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan 15 layanan Sub Keglatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumiah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang 15 layanan
= Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan el Bidian yang Memerjukan Koordinasi dan Sinkronisasi 130,086,000 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Pesisir Selatan Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi 130,085,000
bagiP T Korban Kek Ki 1gan bagi Perempuan Kerban Kekerasan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kewenangan KabuEaten_lKota Kabupaten/Keta
11 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER
DAN ANAK
Pengumpulan,Pengolahan Analisls dan Penyajlan
12| pata Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di
| |Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
26 Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Pesisir Selatan Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak 2 dokumen 26,558,630 {Sub Keglatan Penyediaan Data Gender dan Anak Pesisir Selatan Jumiah Dokumen Data Gender dan Anak 2 dokumen 26,558,630
Kewenangan Kabupaten / Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia {Kewenangan Kabupaten / Kota Kabupaten/Kata yang Tersedia
12| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non
13| Pemerintah, dan Dunla Usaha Kewenangan
| |Kabupaten f Kota
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Organisasi Pemerintah, Non 50 organisasi 18,644,030 |Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,| 50 organisasi 18,644,030
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Media dan Dunia Usaha yang Mendapat
) Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Pesisir Selatan Mendapat Advokast Kebijakan dan Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Pesisir Selatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Kewenangan Kabupaten / Kota Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Kabupaten / Kota Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi
Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia
Media dan Dunia Usaha Usaha
13{PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
P 1 k hadap Anak yang
14| Melibatkan para Plhak Lingkup Daerah Kabupaten
f Kota
Sub Keglatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat 30 Perangkat 43,256,320 | Sub Kegiatan Advokasl Kebijakan dan Pendampingan Jumlsh Perangkat Daerah yang Mendapat 30 Perangkat 43,256,320
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Daerah Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Keglatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Daersh
28|Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan |Pesisir Sefatan Pelaksanaan Kehijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Pesisir Selatan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Kabupaten [ Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten f Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Xota Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasl dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1dokumen 21,660,000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1dokumen 21,660,000
291 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan |Pesisir Selatan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Pesisir Selatan Sinkronisas! Pencegahan Kekerasan Terhadap
Kabupaten [ Kota Anak Kewenangan Kabupaten/Kata Kota Anak Kewienangan Kabupaten/Kota
Penyedlaan Layanan bagl Anak yang Memerlukan
15! Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumiah Layanan Tindak Lfmju_t Peng.aduan. ; A% fmyanany 551,908,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Layanan ﬂnfﬂak-i_anjutll’enga-dua.n yalfg 15{ayanan 851,909,000
30} Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan | Pesisir Selatan vang Memmerlukai Kookrinesf den Slnkranisss! Pendampingan Anak yang Memeriukan Perlindungan  |Pesisir Selatan Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasl bag!




2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Untuk perencanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat

melalui Musrenbang adalah :

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan Tahun 2023

Kabupaten Pesisir Selatan

No Program Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Catatan
Volume
(1) 2) (3) (4) 3) (6)
1. | Program Kec. Tersedianya Alat | 40 unit
Rehabilitasi Sosial | Sutera Bantu Disabilitas
Kec. Tersedianya Alat | 10 unit
Silaut Bantu Disabilitas
Kec. Tersedianya Alat | 2 unit
Airpura | Bantu Disabilitas
Kec. Tersedianya Alat | 6 unit
Rahun Bantu Disabilitas
Tapan
2. | Program Kec. Tersedianya 1 paket
Pemenuhan Hak Silaut Taman Bermain
Anak Ramah Anak
3. | Program Kec. Tersedianya Data | 1 dokumen
Perlindungan dan | Silaut DTKS yang telah
Jaminan Sosial diverifikasi dan
divalidasi
Kec. Tersedianya Data | 1 dokumen
Airpura | DTKS yang telah
diverifikasi dan
divalidasi
Kec. Tersedianya Data | 1 dokumen
Pancung | DTKS yang telah
Soal diverifikasi dan
divalidasi
4. | Program Kec. Tersedianya 1 nagari
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Penanganan Batang Kampung Siaga

Bencana Kapas Bencana
Kec. Tersedianya 1 nagari
Rahun Kampung Siaga
Tapan Bencana
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BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas
kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu
melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus
selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pemerintah
telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-
2021 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPIMN

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-
2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maj, adil dan makmur
melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai
wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 ( empat ) pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang merupakan
amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pemﬁangunan
nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda
pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek

Prioritas.
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Tujuan RPJMN IV Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Sustainable
Development Goals ( SDGs). Target- target dari 17 tujuan(goals) dalam tujuan
Pembangunan Berkelanjutan ( SDGs ) beserta indikatornya ditampung dalam 7 agenda

pembangunan.
Adapun 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas.

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan

iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan
permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam
menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan
tersebut. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan  adalah “Meningkatnya Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat™ dan “ Terwujudnya Keluarga Bahagia”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan
secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial).

2. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin.

3. Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender.

4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
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Tujuan, sasaran , strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel

3.1 dan tabel 3.2 berikut.
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TABEL 3.1

TUJL-JAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Visi : “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintah yang Akuntabel dan Profesional”.

Misi Il : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.

Misi VI : Terwujudnya Keluarga Bahagia

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1 |Meningkatnya Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan
Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial)

Meningkatkan pemberian pelayanan

kepada PPKS

Peningkatan pemberian bantuan
kepada PPKS

Meningkatnya Kapasitas Masyarakat
Miskin dan Rentan Miskin

Meningkatkan kerjasama dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat

Peningkatan kapasitas PSKS




Terwujudnya Keluarga
Bahagia

Meningkatnya Pembangunan Daerah
Responsive Gender

Meningkatkan pemahaman dan
komitmen pemerintah daerah,
masyarakat, dunia usaha dan media
massa tentang pentingnya
pengintegrasian perspektif gender
dalam pembangunan di berbagai
bidang.

Peningkatan peran perempuan
dalam berbagai tahapan dan
proses pembangunan di semua
bidang

Meningkatnya Perlindungan terhadap
Perempuan dan Anak

Menyusun, mereview,
mengharmonisasikan, dan
mengkoordinasikan, berbagai regulasi
dan kebijakan tentang perlidungan
terhadap perempuan dan anak dan
pemenuhan hak anak.

Perlindungan Perempuan dan
anak, serta pemenuhan hak anak
dengan fokus pada percepatan
pencapaian Kabupaten Layak
Anak.




Tabel 3.2 ;
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 - 2026

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
TARGET KINERJA
TUJUAN PADA : ;
TUJUAN IDIKATOR TUJUAN AKHIR PERIODE SASARAN INDIKATOR SASARAN
RENSTRA
1 2 3 4 5 6
b c d e f g h i il
Terwujudnya Pelayanan |Tingkat Kemiskinan 7 |Meningkatnya Pelayanan Persentase PPKS (Pemerlu 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 57.00
Kesejahteraan Sosial Kesejhateraan Sosial bagi PPKS Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
yang Berkualitas (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan| yang mendapatkan Pelayanan
Sosial) Kesejahteraan Sosial.
Meningkatnya Kapasitas Persentase Graduasi Masyarakat 0.48 1.00 1.50 2.00 2.50 2.50
Masyarakat Miskin dan Rentan Penerima Manfaat Program
Keluarga Harapan
Terwujudnya Keluarga |Indeks Pembangunan 95.30 Meningkatnya Pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender 56.93 56.98 57.03 57.08 57.13 57,18
Bahagia Gender Daerah Responsive Gender
Meningkatnya Perlindungan Prediket Kabupaten Layak Anak {Inisiator Pratama Madya Madya Nindya Nindya
terhadap Perempuan dan Anak




3.3. Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan
adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (impuf) untuk

menghasilkan keluaran (outpuf) dalam bentuk barang/jasa.

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 menguraikan tujuan, sasaran
dari Program dan Kegiatan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023. Agar program dan kegiatan
dan sub-kegiatan yang disusun dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang
diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Untuk lebih
jelasnya tujuan dan sasaran program, kegiatan dan sub kegaiatan Tahun 2023 dapat

diuraikan sebagai berikut :
1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan:

Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota Lainnya, meliputi : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat

Kewenangan Kabupaten/Kota.
Sasaran:

Terwujudnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota Lainnya melaluinya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat

Kewenangan Kabupaten/Kota.

33



2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,

Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
Tujuan:

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

meliputi: Penyediaan Alat Bantu dan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.
Sasaran :

Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

melalui: Penyediaan Alat Bantu dan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.
3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan:

Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota melalui
verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerahkabupaten/ kota.

Sasaran:

Terwujudnya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota melalui
verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota.

4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Tujuan:

Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota

melalui Pelayanan Dukungan Psikososial.
Sasaran:

Terwujudnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota

melalui Pelayanan Dukungan Psikososial.
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5. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Tujuan:

Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/kota .
Sasaran:

Terwujudnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/kota .

6. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah

Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG.
Sasaran:

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG.

7. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada

Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Tujuan:

Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi
pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota melalui sosialisasi

peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
Sasaran:

Terwujudnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi
pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota melalui sosialisasi

peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
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8. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan

yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Tujuan:

Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melalui
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi

perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.
Sasaran:

Terwujudnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melalui
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi

perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.

9. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak
Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak
dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data
gender dan anak kewenangan kabupaten/kota

Sasaran:

Tercapainya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak
dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data
gender dan anak kewenangan kabupaten/kota

10. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan

dunia usaha kewenangan kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan
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pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media

dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.
Sasaran:

Terwujudnya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia
usaha kewenangan kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan
pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia

usaha kewenangan kabupaten/kota.

11. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota melalui koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus

kewenangan kabupaten/kota.
Sasaran:

Terwujudnya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota melalui koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus

kewenangan kabupaten/kota.
12. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tujuan :

Melaksanakan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
Perangkat Daerah yang meliputi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Sasaran:

Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan berkualitas,

tersedianya dokumen laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang andal akuntabel.
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13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tujuan:

Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang meliputi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN.

Sasaran:

Tersedianya layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang
andal, akuntabel dan tepat waktu.

14. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Tujuan:

Melaksanakan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang meliputi :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sasaran :

Tersedianya pelayanan administrasiumum Perangkat Daerah yang baik yang meliputi :
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tujuan:

Melaksanakan pengadaan barang milik daerah untuk menunjang pelaksanaan urusan

Pemerintah Daerah berupa penyediaan mobiler kantor, yaitu meja dan kursi.
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Sasaran :

Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berupa meja

dan kursi dan mobiler pelayanan.
16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Tujuan:

Melaksanakan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang meliputi: Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor.
Sasaran:

Tersedianya jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang meliputi: Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor.

17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah
Tujuan:

Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan
daerah meliputi: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Sasaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biayan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan. Tersedianya pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya, serta tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan

Tahun Anggaran 2023 direncanakan 11 Program dan didukung dengan 17 kegiatan dan 31
sub. kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 5.156.194.989,, dan diperkirakan

terealisasi sekitar 97 % antara lain adalah sebagai berikut :
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I. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.
69.999.904,-
II. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1. Penyediaan Makanan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 140.261.805.-
2. Penyediaan Alat Bantu dengan pagu indikatif sebesar Rp. 209.015.488,-
3. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp.

50.722.699,-

III. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 49.999.841,-
2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp.
99.999.957,-
IV. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1. Penyediaan Makanan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 185.893.010,-
2. Pelayanan Dukungan Psikososial dengan pagu indikatif sebesar Rp. 214.406.914.-

V. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 52.322.435,-
VI. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Sosilalisai Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan pagu indikatif

sebesar Rp. 38.798.568.-
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b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 107.243.242 -

VII. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
a. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 10.757.747,-
VIIL. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 19.859.430,-
IX. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 64.416.631.-
X. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar
Rp. 43.914.382,-
XI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 81.774.644,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
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1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp.
2.951.169.071,-
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp.
93.971.498.-
¢. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 4.581.192,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.
59.385.240,-
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 14.998.311.-
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu indikatif sebesar Rp.
11.392.950,-
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 8.400.000,-
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 192.475.000,-
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Mebel dengan pagu indikatif sebesar Rp. 7.477.240,-
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu indikatif
sebesar Rp. 46.920.000,-
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp.
61.985.790,-
f, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Jabatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 176.700.000,-
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp.
11.050.000,-
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu
indikatif sebesar Rp. 41.292.000,-
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Tabel : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nama Pengkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
—_— Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah Indikator Kinerja Program/ Target Kebutuhan Sumber | Catatan Target Kebutuhan
dan Program / Kegiatan Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu Dana Penting Capaian Dana / Pagu
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Pemerintahan Sosial
"1 | | |PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL ] B 1 j | 69,999,904.00] ] i | 76,999,894.40 |
" | | |Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial : 1 K
il 1 | | |Daerah Kabupaten/iota 7 | 7 N - _ 69,959,904.00 ‘ 1 . 75,999.894-40_
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial el € : \
{celembagazn Masyarakat Kewenangan Ksbupaten/Kots 7Fasm.tasx Sistem Layanan Rujukan Terpadu | Kab.Pessel | 12 Bulan | 69,999,904.{}0” APBD 12 Bulan 76,999,894.49_
2l | PROGRAM REHABILITAS! SOS1AL | I 399,999,992.00 | Ii | a39,999,891.20
| T T [rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 1 il i 1 I -
2 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 399,999,992.00 - - 439,999,991.20
o) | | |Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial H = . ] 3 i 2 EEREE
3|Penyediaan Makanan Jumlah bantuan makanan untuk penyandang disabilitas 1 paket 140,261,805.00) APBD 1 paket 154,287,985.50
5|Penyediaan Alat Bantu Jumlah bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas Kab.Pessel 1 paket 209,015,488.00 APBD 1 paket 229,917,036.80
6| Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga t’,:‘j::;:'“bmtas weog mandapatianeymamneuni ke Kab.Pessel 1 paket 50,722,699.00| APED 1 paket 55,794,968.90
al | | |PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 50SIAL '  149,009,798.00 | i | 164,099,777.80 |
| | |Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah | s S | 1 N s,
3 | Kabupaten/Kota o . | ] 149,999,798.00 il . | B | 7184,99.9,777-..B-E
i »- 1. i 'l 3
8|Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ?{':'T::_Wa cieln RTAEyni ialatithounikes) der Kab.Pessel | 15 kecamatan 49,999,841.00] APBD 15 kecamatan 54,999,825.10
T 9 Fasllitasi Bénmaﬁ 50;;.;1 ;(_é;éjéme,—aan Keluarga ) . |Monev bantua sembako dan PKH 1 KebPessel 15 kecamaten | 99,999,057 |  APBD | 15 kecamatan 109,999,952.70
4] | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | ' o | | |1 400,299,924.00 ] T | aa0,329,916.40
"1 A T [|rerlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial ) 1 == i | 1 N i
4 |Kabupaten/Kota | . ) I i | WG,ZSQ,QZ&.UP-LAPED o | ) | 440,329,91?5.407
9 Penyediaan Makanan Jumlah logistik makanan bagl korban bencana Kab.Pessel 1 paket 185,603,010.00f APEBD 1 paket 204,482,311.00
T T [ 11|retayanan Dukungan Peikososial ' Jumlah layanan psikososial bagi korban bencana Kab.Pessel 12 buian 214,406,914.00] APBD | | ipaket | 235,847,605.40
5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 52,322,435.00 ’ 57,554,678.50
1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 1 ) - 1 ] 1 ' e 0 ]
| f_ | |kabupaten/Kota e Eles | | , , 52,?22,*35.0(1‘ APBD | | ] 57,554,673.59
14 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |lumlah TMP yang dipelihara Kab.Pessel 2 lokasi 52,322,435.00/ APBD 2 lokasi 57,554,678.50
" 1 T | |PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ) I : R N )
i | |PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 146,041,810.00 160,645,991.00
E | |Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada 1 ) 2 y 4 " aian]
| 7 | |Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota I ) | 33'798'568'00__"“? N ] _7*?’5?8’424'80
; ; e o S P
14 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Ju@!ah peserta sosialisasi sinkronisasi perumusan Kab.Pessel 50 orang 38,798,568.00| APED Sberang 42,678,424.80
PUG )  |kebijakan pelaksana PUG ) - e ) | - B )




2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politlk, Hulum, Sosial,
dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan 107,243,242.00| APBD - 117,967,566.20
Kewenangan Kabupaten/Kota
| Sostalisasi Peningkatan Partisipas! Perempuan di Bidang Politik, o : 1 1 R ; T T o I o]
lsrrHukuml Sosial dan Ekonomi ”Fast..tasw arg“a_r_w]sam perempuan - 1 Kab.Pessel 1 lzfmaj | 107,243,242.00“ f\PBD , | _12 hu?an | Jt-‘l_7,957,556.%0
|PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN T - o | o 10767,747.00f | I 1 11,848521.70
| |Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagl Perempuan | o ' ] I o B | o
Korban Kekerasan yang Memeriukan Koordinasi 10,767,747 11,844,521.70
|Kewenangan Kabupaten/Kota = o ] ) 1 - ] d ] P -
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Fasilifasidanpenampingan:knsug kekerazan
17} Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban ) P Ping Kab.Pessel |12 bulan 10,767,747 |APBN Kab.Pessel |12 bulan 11,844,521.70
terhadap perempuan
| |Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota i | | | |
i:(:;RAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN 19,859,430.00 21,845,373.00
|Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data 1 — o8 N | R i I il
Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat 19,859,430.00 APBD - 21,845,373.00
—|Daerah Kabupaten/Kota _ A i - o e 1 il i o I - ) . . 4
1g]Fenvediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Iumlah dokumen data gender dan anak Kab.Pessel 2 dokumnen 19,859,430.00{ APBD 2 dokumen 21,845,373.00
| jKabupaten/Kota — = - | ] N . RSN . | | 1 | LR,
| |PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | AL T 64,416,631.00| b (i 70,858,294.10
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, 1 . = ] ) ) B - 1 T T
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan 64,416,631.00| APBD - 70,858,294.10
1 {Kabupaten/Kota s , o 1 S ; . [
: Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak R
19|pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia peme”_“:a: hak;.“:k “?a ’fmbaﬁa i""’"’””tah‘ hen Kab.Pessel 50 orang 64,416,631.00| APBD 50 orang 70,858,294.10
Usaha Kewenangan Kabupaten.t’l(dla pemerintan, meaia dan dunia usaha ewenangan
__k_a_b/kota 1 iy 1 ) N B =
| TPROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | = s ' 1 1 o 4391438200 | | 4830582020
T [|Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan I ) | i q
Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi 43,914,382.00|APBN - 48,305,820.20
{Tingkat Daerah Kabupaten/Kota e ; 1 o - ] : A — 1
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang . !
22 Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi kasus kekerasan terhadap anak Kab.Pessel 12 bulan 43,914,382.00|APBN 48,305,820.20
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN T s 1 ' T 7
|DAERAH KABUPATEN/KOTA = ) ; | | _ 3,?!?6,0?5,695.00_ _ | L 4,;31,705,_2_?5:?0]
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 2
 |Perangkat Daerah r s - - , Kab.Pessel 1 7 | 84,774,644.00 fPBD ! S A | 789,952,108.6717-[!7
23|Evaluasl Kinerja Perangkat Daerah Jumiah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Pesssl 3 Dokumen 81,774,644.000 APBRD 12 bulan 89,952,108.40
Admirﬁstrasi Keuangrai;\ Peranukaf Daerah 1 i o o . k 3,045,140,569.00 S - N 1 3,349,654,625.95
24 Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan Kab.Pessel 12 bulan 2,951,169,071.00] APBD 12 bulan 3,246,285,978.10
25} Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Ketersediaan layanan administrasi keuangan Kab.Pessel 12 bulan 03,971,498.001 APBD 12 bulan 103,368,647.80




2 3 4 5 6 7 9 10
Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab.Pessel 291 232,693 00 - 320,355,962.30
26 ;:m’::"aa“ Kamponen Instaias! ListrtyPerierangan BIGINRN. 1 chersadinan kamponien instalast Aatti/psnerarpan Kab.Pessel 12 butan 4,561,192.00] APED 12 bulan 5,039,311.20
27 Peny&iééré Peralatan dan Perlengiapan Kantor jumiah perlengkapan gedung kantor dibeli Kab.Pessel 1 paket 59,385,240.00] APED © 1paket | 65,323,764.00
8 Penyediaan Bahan Logastuk Kantor Ketersedlean alat tulis Kab.Pessel 12 bulan 14,998,311.00) APBD 12 bulan 16,498, 142 10
29|Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ketersediaan barang ceta dan penggandaan Kab.Pessel 12 bulan 11,392,950.00) APBD 12 bulan 12 532 245,00 |
st s T : ; o - gk # & i
0| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ui;;::::an bahen bacasn dan persturan perundang Kab.Pessel 12 bulan 8,400,000.00} APBD 12 bulan 9,240,000.00
T T o [Ketersediaan Makan dan minum pegawai, rapat dan tamu,| o 1 il
1iPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi Kab.Pessel 12 bulan 192,475,000.00{f APBD 12 bulan 211,722,500.00
S _|dan konsultasi dalam dan luar daearah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108,905,790.00 - 119,796,369 ﬂlJ
321 Penyedlaan Jasa Komunzkasl, Sumber Daya Ar dan Listrik Ketersediaan air, Hstnk dan jasa komunikasi Kab.Pessel 12 bulan 45,920;600.00 : A-F;BD . I 12 huia_n_ 51 612,000.! 00 |
33 Penyed!aan Jasa Pelayanan Umum Kantr.\r Ketersedman Jasa kebersihan kantor Kab.Pessel 12 bulan 61,985,790.00 APED 12 bulan 58,134,359.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan ' ) 1 :
|Pemerintahan Daerah - ) ) 7 229,042,000 UEI ] 251,946,200.00
Penyediaan Jasa Pemelinaraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan erpsiinaranya kendarsan dines jabaten. Kab.Pessel 12 bulan 35,000,000.000 APBD 12 bulan 38,500,000.00
_|Perizinan Kendaraan Dinas  Jabatan ) . o - 1 1 : L
Pen'y.edlaan a5 Peme!lharaan, Bla_ya Pemeliharaan, Pajak, dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Kab.Pessel 12 bulan 176,700,000 00 APBD 12 bulan 194 370 ,000.00
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan i i ) B |
36 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpe!iharanya peralatan kantor Kab.Pessel 12 bulan 11 [}50,000 00 APBD 12 bulan 12,155,000.00 .
| 28 Pemei;haraanlﬂehabiirtasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |Terpeliharanya gedung kantor Kab,Pessel 12 bulan a1 ,292,000.00f APBD 12 bulan 45,421,200.00
| 5,113,717,749,00 - 5,625,089,523.90




BABV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan,
penyusunannya telah mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.
Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman Perencanaan dan pelaksanaan program
dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesisir Selatan dalam Tahun 2023.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan
evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan
pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan
pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian

dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum
sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam

penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2023 ini disampaikan sebagai acuan dalam

pelaksanaan kegiatan.

Painan,&3Januari 2022

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
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